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Motto 

 

Is that which holy loved by the Gods beacause it is holy, 

or is it holy because it is loved by the god? 

-Plato- 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengkaji operasionalisasi BPJS Kesehatan yang ditinjau dari 
perspektif hukum Islam. Kehadiran BPJS Kesehatan di awal tahun 2014 menarik 
perhatian banyak pihak, baik dari aspek sistem yang digunakan, mekanisme 
operasional, status kontrak sampai pada level hukum dari BPJS Kesehatan itu 
sendiri. Fokus penelitian ini setidaknya menjawab tiga persoalan penting, yaitu: 1) 
Bagaimana Mekanisme Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan?, 2)  Bagaimana kedudukan akad pada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Asuransi Syariah?, dan 3) 
Bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari 
perspektif  Hukum Islam?. 

Penelitian ini adalah penelitian library reseach yang bersifat deskriptif-
analitis dengan menggunakan pola pendekatan normatif. Ada dua teori yang 
menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori asuransi dan teori hukum Islam 
(hukum muamalah) guna menganalisis aspek hukum BPJS Kesehatan. 
Keseluruhan temuan penelitian diperoleh melalui pengumpulan data dengan 
melakukan: (1) observasi terhadap beberapa literatur yang relevan dengan fokus 
kajian, dan (2) dokumentasi terhadap temuan-temuan yang terkait dengan BPJS 
Kesehatan.  

 Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa mekanisme operasional Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan mencerminkan semangat 
prinsip syariah yaitu saling tolong menolong (ta’awun) antar sesama. Fenomena 
BPJS Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia saat ini bila 
diamati dari aspek akad syariah masih relevan dan sesuai secara regulasi dan 
petunjuk tehnik kerja yang ada dalam BPJS Kesehatan itu sendiri. Sehingga 
secara normatif, akad dalam BPJS Kesehatan dapat dibenarkan secara syar’i 
karena tidak ada aspek atau unsur akad yang dilanggar dan tidak sesuai. Selain itu, 
dari segi maqashid syariah BPJS Kesehatan berusaha merealisasikan kemaslatan 
sosial.  
 
Kata Kunci: Asuransi, Hukum Islam dan  BPJS Kesehatan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B be ب

 ta’ T te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥa’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas) ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wawu q we و

 ha’ h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis tawarruq تورّق

 ditulis nazzala نزّل

 ditulis bihinna بهنّ 
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C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

 ditulis ḥikmah حكمة

 ditulis ‘illah علةّ

 ditulis ḥilah حيلة

  ditulis ḥujjah حجّة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atauh h. 

 ditulis zakāh al-fiṭri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

ــــــــــَـ  

 فعل

fathah ditulis a 

ــــِـــــــ  

 ذكر

kasrah ditulis 

ditulis 

i  

żukira 

ــــُـــــــ  dammah ditulis u 
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 يذهب

رفع  

 ditulis 

ditulis 

yażhabu 

‘urf 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 
 

 فلا

0Bاستدسان 

1Bاستصداب 

ditulis 
 

ditulis 
 

ditulis 
 

ditulis 

ā 
 

falā 
 

istiḥsān 
 

istiṣḥāb 
fathah + ya’ mati 

 تنسى
ditulis 
ditulis 

ā 
tansā 

 
kasrah + ya’ mati 

 تفصيل
ditulis 
ditulis 

ī 
tafṣīl 

dammah + wawu mati 
 أصول

ditulis 
ditulis 

ū 
uṣūl 

 
 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati 

 الزحيلى
ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuḥailī 

fathah + wawu mati 

 الہولة
ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

 

 

G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 

Aprostof. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8


xvii 
 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعہّت

 ditulis la’in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif Dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 ditulis al-Qur’ān القرأن

 ditulis al-qiyās القياس

 ditulis al-‘īnah العينة

 Ditulis al-qarḍ القرض

 ditulis al-munaẓẓam المنظّم

 ditulis al-fiqhī الفقهى

 ditulis al-ḥaqīqī الدققى

 ditulis Al-Kuwaytiyyah الكويتية

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’ditulis as-samā السماء

 ditulis asy-syams الشمس
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I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya. 

 ditulis żawī al-furūḍ ذوي الفروض

 ditulis ahl as-Sunnah أهل السنةّ

ريعةالذّ  سہّ   ditulis saddu  aż-żarī’ah 

بلناقن م شرع  ditulis syar’u man qablanā 

-ditulis  al-tawarruq al التورّق المنظّم

munaẓẓam 

 ditulis    al-tawarruq al-fiqhī التورّق الفقهى

  ditulis Al-Mausū’ah Al-Fiqhīyyah  الفقهية الموسوعة

الاوقاف وزارة  ditulis Wuzārat al-Awqāf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan modern sekarang ini setiap orang tidak dapat 

terhindar dari apa yang disebut resiko, baik itu menyangkut harta kekayaan 

maupun resiko terhadap jiwa dan kesehatan.
1
 Setiap orang pasti akan 

mengalami sakit walaupun tidak mengetahui kapan akan sakit. Setiap orang 

pasti akan meninggal dunia walaupun tidak tahu kapan waktu dan 

tempatnya. Resiko-resiko tersebut ada yang dapat diperkirakan seperti hari 

tua dan ada yang tidak dapat diperkirakan seperti sakit, kecelakaan, cacat, 

atau meninggal dunia. Timbulnya resiko tersebut  memerlukan biaya yang 

cukup besar. 

Untuk mengurangi beban yang ditimbulkan resiko tersebut, pemerintah 

menganggap perlu menyusun sistem dan program jaminan sosial. Program 

itu dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota 

masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan karena 

pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal dunia. 

Program jaminan sosial dilakukan dalam bentuk bantuan sosial atau 

melalui asuransi. Bantuan sosial dapat diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat atau dari pengusaha kepada karyawan dengan cuma-cuma atau 

subsidi seperti pemeriksaan dokter, pengobatan, perawatan rumah sakit dan 

                                                            
1 Abddul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia, (Yogyakarta, UII Press, 2007), 

hlm. 1. 



 2 

lain-lain. Banyak negara merasa tidak mampu memberikan bantuan sosial 

untuk semua jenis resiko dan banyak negara membatasi bantuan hanya untuk 

kejadian tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit, wabah kelaparan 

dan sejenisnya. Demikian juga perusahaan-perusahaan, hanya sebagian yang 

mampu memberikan bantuan sosial bagi karyawannya. 

Dengan demikian, solusi kebijakan alternatif yang dibuat adalah 

program asuransi. Pada program asuransi anggota masyarakat secara 

bergotong-royong diminta memberikan iuran untuk membiayai akibat resiko 

yang diderita oleh anggota yang lain, dan secara operasional asuransi-

asuransi tersebut dapat dikelola secara terbatas oleh pemerintah dan pihak 

swasta lain.
2
 

Negara lahir dari keberadaan visi dan kepentingan bersama. 

Pencapaian tujuan negara berada di atas semua kepentingan dan ukuran 

keberhasilannya adalah bentuk jaminan yang tersedia bagi kesejahteraan 

rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah perekat bangsa dan sebaliknya 

kemiskinan akan menyuburkan perpecahan.
3
 

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian 

kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang 

merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungan, bahkan pemerintah 

menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran 

dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus 

diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi 

                                                            
2 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.166-168. 
3 Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 397. 
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pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh  

badan atau lembaga yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.
4
 

Asuransi pemerintah terdiri dari asuransi sukarela dan asuransi wajib. 

Asuransi sukarela meliputi asuransi panen, asuransi deposito, asuransi 

tabungan dan pinjaman, asuransi hipotik serta asuransi pinjaman untuk 

perbaikan harta tetap. Asuransi wajib adalah asuransi yang mengharuskan 

masyarakat memasukinya dan biasa disebut asuransi sosial atau asuransi 

kesejahteraan sosial. Asuransi ini memberikan tanggungan pada peserta yang 

meninggal dan pada peserta itu sendiri karena cacat atau pensiun. Ada pula 

asuransi kompensasi para pekerja yang diharuskan bagi majikan-majikan, 

asuransi sosial ini meliputi pula asuransi pengangguran.
5
 

Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau 

instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola 

asuransi. Berbeda dengn asuransi komersial, asuransi sosial hanya mencakup 

perlindungan dasar yang biasanya ditentukan dalam peraturan perundangan. 

Adapun yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang 

membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan 

iuran yang dibayarkan, di mana JKN adalah asuransi kesehatan sosial.
6
 

Dalam hal ini dipercayai pemerintah untuk mengurusnya adalah BPJS. 

 

                                                            
4 Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global 

Sebuah Tuntutan Dan Realitas, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 195. 
5 Hasymi Ali, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 13. 
6 Kementerian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), 

hlm.16. 
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Selain itu, ada pula asuransi kerja sama (jaminan sosial) yang 

dibolehkan, seperti sekelompok orang yang membayarkan sejumlah uang 

untuk sedekah, membangun masjid atau membantu kaum fakir miskin. 

Banyak orang yang mengambil istilah kerja sama ini dan menjadikannya 

alasan untuk asuransi komersial, tindakan Ini adalah kesalahan mereka dan 

merupakan bantuk pengelabuan terhadap orang lain. 

Akhir-akhir ini sebagian perusahaan menyamarkan kepada orang-

orang dan memutarbalikkan fakta. Mereka menamakan asuransi komersial 

yang haram dengan sebutan jaminan sosial yang dinisbatkan kepada fatwa 

yang membolehkannya dari MUI. Hal ini untuk memperdayai orang lain dan 

demi memajukan perusahaan mereka sendiri. Padahal, MUI sama sekali 

terlepas dari praktik tersebut, karena keputusannya jelas-jelas membedakan 

antara asuransi komersial dengan asuransi sosial (bantuan). Perubahan nama 

secara substansial sesungguhnya tidak mengubah hakikat dari praktik yang 

dilakukan.
7
 

Asuransi merupakan usaha sosial dan ekonomi dalam perlindungan 

terhadap bahaya yang menimpa kekayaan bahkan pada jiwa manusia, baik 

menimpa anggota badan maupun kesehatan.  Di samping kemanfaatan sosial, 

asuransi juga menghimpun dana dari peserta asuransi, dan dana tersebut 

dikelola dan dikembangkan melalui usaha lain. Dengan demikian, pengelola 

asuransi bisa melakukan bisnis lain guna menunjang kebutuhan para peserta 

                                                            
7 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: 

Bumi Aksara,2011), hlm. 320. 
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asuransi. Walaupun pengelola asuransi melakukan bisnis lain tapi tidak 

meninggalkan kegiatan yang bersifat sosial sebagai tujuan utamanya.
8
 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu 

berarti “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh 

masyarakat terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara 

menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan 

mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari 

mereka.
9
 Sistem Islam didedikasikan kepada persaudaraan manusia yang 

dibarengi oleh keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan distribusi pendapatan 

yang patut, serta pada kebebasan indivdu dalam konteks kesejahteraan sosial. 

Dedikasi ini penekanannya pada sisi spiritual dan dengan sempurna ke dalam 

keseluruhan norma-norma sosial dan ekonominya
10

 

Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu al-

kifayah ‘kecukupan’ dan al-amnu ‘keamanan’. Sebagaimana firman Allah 

swt., “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”, sehingga 

sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk 

keamanan. Aman dari rasa lapar sering disebut dengan al-amnu al-qidza’i 

“aman dari aspek konsumsi”. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan 

kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun 

untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa’ad bin Abi 

                                                            
8 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), hlm. 308-309. 
9 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, diterjemahkan Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih 

Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta, Khalifa, 2010), hlm. 285. 
10 Veithzal Rivai, Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 136. 
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Waqqash agar sedekahkan sepertiga hartanya saja, dan selebihnya 

ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban 

masyarakat.
11

 

Sebagai salah satu bentuk instrumen keuangan Islam, status hukum 

asuransi (baik jiwa maupun harta) masih menjadi perdebatan di kalangan 

ulama. Ada beberapa ulama yang mengharamkan dan ada beberapa ulama 

yang membolehkan atau menghalalkan asuransi. Faktor-faktor yang 

memberatkan atau menyebabkan jatuhnya hukum haram bagi asuransi 

terutama konvensional adalah karena adanya unsur maysir (perjudian atau 

spekulasi), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan riba (bunga) 

dalam operasional asuransi konvensional.
12

 Namun bila dilihat dari sifat 

manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi, maka dapat dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu, pertama asuransi bersifat bisnis, kedua asuransi yang 

bersifat kolektif dan ketiga adalah asuransi sosial. Jenis asuransi sosial 

biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan 

manfaat untuk masa depan rakyat, yaitu dengan cara memotong sebagian 

gaji para pegawai dan pekerja. Contoh dari jenis asuransi ini adalah asuransi 

dana pensiun, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja.
13

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sehingga secara 

sepintas manusia tampak mengalami kemajuan dalam hidup dan kehidupan 

                                                            
11 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem 

Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28. 
12 Muhammad Nadjib, dkk, Investasi Syariah Implementasi Konsep Pada Kenyataan 

Empirik, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 385. 
13 Wirdyaningsih, dkk.  Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), hlm.196-197. 
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ekonomi yang serba canggih dan modern di dunia. Namun, bila menelusuri 

lebih detail, sebenarnya bagian mana di belahan dunia ini yang maju dan 

berubah dari suasana serba sederhana menjadi berkecukupan dan modern. 

Tampaknya, kemajuan yang selama ini dianggap berkembang ternyata masih 

mengalami kemunduran. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 

yang tidak merata dinikmati oleh setiap warga negara. Negara Eropa dan 

Amerika misalnya masih mendikte negara Asia terutama Timur Tengah 

untuk menerapkan ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Hampir 

semua konstruksi hukum keperdataan diwarnai oleh sistem konvensional 

yang berbasis bunga termasuk penerapan asuransi konvensional yang telah 

menciptakan keresahan dan ketidakadilan kepada nasabah.
14

 

Pada awal tahun 2014 tepat pada tanggal 1 Januari, Indonesia melalui 

Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan 

penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan lembaga yang dibentuk 

berdasarkan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN).
15

 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya 

pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan JKN diselenggarakan 

secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinssip ekuitas.
16

 

                                                            
14 Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64-65. 
15 Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 
16 Pasal 1 ayat (3) 
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Wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib Undang-

Undang SJSN, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial 

kesehatan dan wajib membayar premi/iuran tiap bulannya. Di dalam Pasal 17 

disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal 

tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, 

menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran 

tersebut kepada BPJS secara berkala.
17

 Iuran untuk orang miskin dibayar 

oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (BPI)
18

 atas 

nama hak sosial rakyat. Hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, 

tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang 

dipungut melalui pajak. Jadi, realitanya, rakyat diwajibkan membiayai 

layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya. 

Dalam undang-undang BPJS pasal 11 disebutkan bahwa BPJS 

berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka 

pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
19

 Dana 

jaminan sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian 

yang merupakan BUMN. Artinya Bank BUMN bisa mendapat sumber dana 

baru sesuai amanat Pasal 11 Undang-undang BPJS, dana itu dapat 

                                                            
17 Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
18 Pasal 17 ayat (4) 
19 Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. 
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diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, 

obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung. 

Dilihat dari Visi BPJS Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan pada 

Rencana Strategis BPJS Kesehatan adalah “Cakupan Semesta 2019”  

Dengan penjelasan :  paling lambat tanggal 01 Januari 2019, seluruh 

penduduk Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional untuk 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya”.  

Secara spesifik tujuan BPJS Kesehatan sebagaimana tersebut dalam 

Visi adalah mewujudkan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 121,6 juta jiwa penduduk Indonesia 

di wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2014, dan secara bertahap mampu 

mencakup seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 257 juta 

jiwa
20

 

Bila melihat fenomena hadirnya BPJS, dalam pengelolaan dana 

jaminan sosial BPJS yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana 

tabarru’ dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam asuransi syariah, 

khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana tabarru’ dengan dana 

bukan tabarru’.
21

 Perbedaan pola dan mekanisme tersebut secara normatif 

dan tehnis pelaksanaan akan mengalami implikasi hukum yang berbeda 

terutama ketika ditinjau dari aspek hukum Islam.   

                                                            
20 Kode Etik BPJS, dalam www.bpjs.co.id, diakses pada 20 oktober 2015. 
21 Agustianto, “BPJS dan Jaminan Sosial Syariah”, dakwatuna.com, diakses 20 oktober 

2015 
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Melihat ketidakjelasan dari masalah di atas yakni tentang status akad 

dari BPJS dan banyaknya pertanyaan serta perhatian dari masyarakat tentang 

status BPJS apakah murni asuransi sosial yang dibentuk pemerintah atau 

mengandung bisnis di dalamnya. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat 

penelitian ini dengan judul kajian “Operasional Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada tiga permasalahan 

yang perlu untuk diteliti, yaitu;  

1. Bagaimana Mekanisme Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan? 

2. Bagaimana kedudukan akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Perspektif Asuransi Syariah? 

3. Bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

ditinjau dari perspektif  Hukum Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan tesis ini antara lain adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan operasionalisasi yang dilaksanakan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akad pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 



 11 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini setidaknya dapat ditinjau dari dua 

aspek, yaitu;  

1. Secara Teoritis 

a. Menganalisis mekanisme operasional Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baik dalam kedudukan akad, 

operasionalisasi dan aspek hukum Islam. Sehingga hasil penelitian 

nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang 

hal-hal yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan.  

b. Mendeskripsikan BPJS Kesehatan yang relevan dengan sistme dan 

mekanisme hukum mualamah dalam kontek yang berbeda namun 

tanpa menegasikan nilai-nilai dari tujuan muamalah dalam Islam.  

2. Secara Praktis 

a. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Dua (S2) dan 

juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan 

dalam bidang hukum bisnis Islam. Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai 

Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) 

Kesehatan agar dapat selalu mengikuti perkembangan isu-isu 

terbaru dan isu-isu kontemporer. 
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b. Bagi Masyarakat dapat menjadi acuan analisis evaluatif bagi 

masyarakat dan diharapkan dapat menambah wawasan berkenaan 

dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan ekonomi 

Islam khususnya hukum Bisnis Islam yang sedang berkembang dan 

menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat 

membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri. 

E. Kajian Pustaka 

Badan Panyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan 

segala permasalahan yang terkait menarik untuk dibahas meskipun jumlah 

penelitiannya masih kurang. Penyusun berusaha melakukan penelitian 

terhadap literatur yang cukup relevan terhadap permasalahan dan yang 

menjadi objek penelitian ini adalah operasionalisasi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan persfektif Hukum Islam, sehingga 

penyusun bisa mendapat keterangan yang lebih jelas dan luas. Berdasarkan 

hasil studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian terdahulu yang 

membahas tentang asuransi kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) kesehatan, adalah sebagai berikut;  

Ahmad Musadad dalam tulisannya pada tahun 2010 dengan judul 

“Asuransi Dalam Pandangan Husain Hamid Hassan Dan Muhammad Al-

Bahi”.
22

 Fokus masalah dalam penelitian tersebut mengarah pada hukum 

asuransi perspektif Hasan Hamid Hassan dan Muhammad Bahi dengan 

pendekatan hukum, dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut 

                                                            
22 Ahmad Musadad, Asuransi Dalam Pandangan Husain Hamid Hassan Dan Muhammad 

Al-Bahi, Tesis yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga 2010. 
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Husain Hamid Hassan asuransi pada jenis ta’awuni (sosial) dan tabaduli 

(mutual) itu hukumnya halal. Ia berargumen karena pada dua jenis asuransi 

ini kental sekali dengan unsur tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh 

syara’. Sedangkan Muhammad Al-Bahi berpendapat sebaliknya, menurutnya 

semua jenis asuransi adalah halal karena asuransi merupakan suatu 

kebutuhan yang amat penting dan strategis untuk menghadapi bencana. 

Sementara pada tahun 2014 hasil penelitian tesis Hadrianti H. D. 

Lasari dengan judul “Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Layanan Primary Care Di Puskesmas 

Kota Makassar.
23

 Pokok masalah yang diteliti adalah respon masyarakat 

terhadap layanan Primary Care dan faktor-faktor yang memperngaruhi 

respon tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa SIM BPJS 

kesehatan layanan P-care di Puskesmas Kota Makassar tahun 2014 belum 

diterima dengan baik karena faktor manfaat, kemudahan menggunakan, 

minat menggunakan dan penerimaan belum signifikan berpengaruh oleh 

beberapa faktor.  

Selanjutnya pada tahun 2015 hasil penelitian tesis Fidela Firwan 

Firdaus dengan judul “Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Jalan Peserta BPJS Di Rsud Panembahan Senopati Bantu”,
24

 

menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi secara umum oleh rumah 

                                                            
23 Hadrianti H. D. Lasari, Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen  Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Layanan Primary Care Di Puskesmas Kota Makassar, 

Tesis yang tidak diterbitkan Universitas Gajah Mada, 2014. 
24 Fidela Firwan Firdaus, Evaluasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat 

Jalan Peserta Bpjs Di Rsud Panembahan Senopati Bantul, Tesis yang tidak diterbitkan 

Universitas Gajah Mada, 2015. 
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sakit adalah belum mampu memberikan sesuatu hal yang benar-benar 

diharapkan pengguna jasa dan beberapa pasien banyak yang masih bingung 

mengenai sistem rujukan yang ditetapkan dalam BPJS Kesehatan. Begitu 

juga dengan pasien yang mengeluh biaya kesehatan yang dulu seluruhnya 

terinci saat masih berupa PT. Jamsostek, sekarang banyak yang tidak terinci 

saat sudah berubah menjadi BPJS. Fokus pokok permasalahan dari penelitian 

tersebut adalah bagaimana evaluasi kualitas pelayanan BPJS terhapad pasien 

rawat jalan dan bagaimana respon pasien rawan jalan terhadap kualitas 

pelayanan BPJS tersebut.  

Pada tahun 2015, Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. 

Sihombing menulis karya ilmiah dengan judul “Tanggung Jawab Negara 

dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”,
25

 menyatakan bahwa Kegiatan 

operasional jaminan sosial berbasis hukum bilangan besar dan hal itu akan 

efektif apabila penyelenggaraannya dilakukan tidak secara parsial. 

Penyelenggaraan jaminan sosial yang terintergrasi diharapkan dapat 

menjamin terciptanya suatu mekanisme yang efektif dan efisien sehingga 

mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan dan teori yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan hukum dan teori 

jaminan sosial ditinjau dari hukum negara dan tanggung jawab negara 

terhadap jaminan sosial.  

Terakhir, pada tahun 2015 Zaelani menulis karya ilmiah dalam sebuah 

jurnal dengan judul “Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan 

                                                            
25 Rudy Hendra an Eka N. A. M. Sihombing, Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan 

Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia Vo.9 No.2, 2012, diakses pada 2 oktober 2015. 
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Jaminan Sosial”
26

 Pokok masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana 

komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial dan 

bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Dalam penelitian tersebut, 

disimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 

BPJS dilaksanakan oleh dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Pelaksanaan UU no. 24 Tahun 2011 memerlukan peraturan 

Undang-undang pelaksanaan. Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

keberadaannya sangat didambakan masyarakat, karena itu perlu komitmen 

dan kesungguhan pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial 

tersebut.  

Menurut hasil pengamatan penulis, setelah dilakukan penelusuran 

kepustakaan dari berbagai literatur dan hasil karya di atas, fokus kajian dan 

penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada aspek operasionalisasi 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia 

perspektif Hukum Islam, belum pernah dilakukan sebelumnya, kecuali 

berbagai literatur dan tulisan yang dijadikan sebagai sumber rujukan yang 

terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun perbedaan tesis ini dengan 

penelitian terdahulu adalah dalam hal operasionalisasi kegiatan BPJS yang 

dianalisis dan ditinjau dari kesesuaian prinsip bisnis syariah atau tidak. 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Zaelani, Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi 

Indonesia Vo.9 No.2, 2012, diakses pada 2 oktober 2015. 
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F. Kerangka Teoritik 

Dalam menganalisis penelitian ini, maka konsep atau teori dasar yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut;  

1. Asuransi 

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie yang 

dalam hukum Belanda disebut Verzekering. Artinya pertanggungan. 

Dari kata tersebut kemudian timbul istilah assurandeur bagi 

penanggung dan geassureerde bagi tertanggung dan dalam bahasa Arab 

disebut dengan istilah al-Ta’min.
27

  Sedangkan menurut pasal 246 KUP 

Dagang definisi resmi asuransi  adalah sebagai berikut;  

“Auransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjia dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung 

dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu pristiwa 

yang tak tentu”.  

 

Dari definisi di atas, jelas bahwa asuransi merupakan aktivitas 

tanggung menanggung antara satu orang atau kelompok dengan yang 

lain guna memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kerugian 

yang tidak tentu dan pasti terjadinya. Sehingga core dari asuransi pada 

dasarnya adalah salih membantu antar sesama demi kesejehateraan 

bersama pula.  

                                                            
27 Kuat Ismanto, Asuransi Syariah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 20.  
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Secara teoritis, setidaknya ada tiga aliran pemikiran tentang 

asuransi, yaitu; 
28

 

a. Aliran Transfer  

Aliran ini dengat tegas menyatakan bahwa asuransi sebagai alat 

pemindaha resiko murni dari tertanggung kepada penanggung. 

Tertanggung itu sendiri merupakan orang atau perusahaan yang 

mengahadapi suatu resiko. Sedangkan penanggung adalah pemikul 

resiko.  

b. Aliran Tehnik 

Aliran ini berbeda dengan aliran sebelumnya yang lebih fokus pada 

aspek transper, sementara aliran ini lebih fokus pada aspek tehnik. 

Bagi aliran ini, asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi resiko 

dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka 

terhadap resiko, sehingga kerugian indvidual dapat diprediksi dan 

dipikul secara kolektif. 

c. Aliran Campuran  

Aliran ini merupakan campuran atau gabungan dari dua aliran 

sebelumnya yang dengan tegas menyatakan bahwa asuransi 

merupakan alat sosial untuk penumpukan dana yang digunakan untuk 

mengatasi kerugian modal yang belum pasti dan dilaksanakan 

melalui pemindahan resiko dari banyak orang (kelompok) kepada 

satu atau sekelompok orang.  

                                                            
28 Ibid..., hlm. 21-22. 
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Asuransi telah menjadi kebutuhan bisnis dan individu untuk 

mengurangi resiko serta kerugian dan dampak malapetakanya terhadap 

kehidupan serta kekayaan manusia. Institusi finansial juga harus 

mengambil asuransi untuk melindungi diri dari kerugian. Semua orang 

rentan terkena resiko yang berkaitan dengan kehidupan dan harta benda 

mereka. Manusia secara naluri dituntut, dan selama ini terus berjuang 

melindungi diri dari resiko serta bahaya yang mungkin terjadi terhadap 

kehidupan dan harta bendanya. Ketika masyarakat berkembang dan 

bisnis tumbuh, naluri ini membentuk bisnis baru berupa asuransi jiwa 

dan asuransi umum. Sekarang ini, industrialisasi dan komersialisasi 

asuransi telah menjadi bagian yang diperlukan dari bisnis dan elemen 

yang sangat penting dalam sistem finansial.
29

 

Kasus asuransi merupakan bukti kemampuan sistem keuangan 

untuk mengembangkan interpretasi-interpretasi dan praktik-praktinya. 

Selama bertahun-tahun, sudah tertanam dalam keyakinan bahwa 

asuransi tidaklah sesuai dengan Islam karena produk ini mengandung 

elemen gharar, riba, dan maisir. Oleh karena segala tentang produk ini 

adalah mengenai ketidakjelasan dan untung-untungan, asuransi 

layaknya sebuah katalog mengenai praktik-praktik yang dilarang, 

seperti ketidakadilan antara premi pembayaran dan keuntungan yang 

terkumpul (atau tidak terkumpul) dari perusahaan asuransi, premi 

ditempatkan sebagai instrumen yang mengandung bunga, pembayaran 

                                                            
29 Muhamad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka utama, 2009), hlm. 633-634. 
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yang terlambat atas premi menghasilkan bunga dan biaya-biaya 

keterlambatan, ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, durasi kontrak 

dan lain-lain. Tidak seperti instrumen keuangan lainnya, tidak ada 

pendahulu yang dapat disepadankan dengan asuransi pada masa  Islam 

klasik.
30

 

Pentingnya asuransi dapat dilihat dari segi individu ataupun dari 

segi sosial. Dari segi individu asuransi bearti upaya ekonomi yang 

dilakukan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan biaya berupa 

premi asuransi, untuk memperoleh ketenangan kerja dan mengatasi 

kerugian yang mungkin terjadi. Sedangkan dari segi sosial, asuransi 

dipandang sebagai upaya untuk mengurangi resiko sejenis ke dalam 

satu kelompok, agar kerugian yang dapat diperkirakan dapat 

diantisipasi, agar kerugian masyarakat yang lebih besar dapat diatasi.
31

 

2. Hukum Islam  

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada 

hukum muamalah dan secara spesifik terbatas pada teori akad. Dengan 

demikian, penelitian tentang BPJS Kesehatan akan dianalisis dengan 

menggunakan teori akad dalam fikih muamalah dan tujuan dari 

muamalah dari hukum Islam. Selain hukum Islam, digunakan pula 

hukum positif sebagai dasar pertimbangan dalam membantu analisis 

dari penyelenggaraan BPJS Kesehatan, namun penelitian fokus pada 

aspek hukum Islam saja.  

                                                            
30 Ibrahim Wade, Islamic Finance keuangan Islam dalam perekonomian Global, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), hlm. 315-316. 
31 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm. 35. 
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Dalam dimensi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan 

lainnya, seseorang tidak bisa lepas dari dimensi akad, baik akad dalam 

bentuk barter atau yang lain. Akad merupakan salah satu model 

interaksi tertua yang dilakukan oleh manusia, tidak diketahui secara 

pasti kapan hal itu dimulai, namun yang pasti jauh sebelum mengenal 

peradaban manusia sudah melakukan akad.  

Status hukum sistem asuransi kesehatan perspektif fikih secara 

umum didasarkan pada gagasan kerja sama di antara sekelompok orang 

yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan 

kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk 

digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit 

dengan prinsip tertentu. Uang yang dibayarkan (premi) merupakan 

solidaritas (Musahamah Ta’awuniyyah) dari si peserta untuk para 

peserta lainnya. Urusan asuransi kesehatan dijalankan oleh lembaga 

yang memilliki dewan direksi, peraturan, dan AD-ART yang disahkan 

oleh otoritas pemerintah. Dua tugas terpenting lembaga ini adalah 

menghimpun dana dari anggota dan membayar biaya pengobatan.
32

 

Secara legal, sistem asuransi kesehatan yang dikelola oleh 

pemerintah dan perusahaan yang mengasuransikan pegawai atau 

karyawannya  hukumnya sah menurut syara’, begitu pula asuransi 

kesehatan kolektif yang dikelola oleh organisasi-organisasi profesi dan 

yayasan sosial. Sedangkan asuransi kesehatan yang dikelola oleh 

                                                            
32 Husain Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah  (Jakarta: Amzah, 2006), 

hlm. 41. 
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perusahaan jasa asuransi swasta yang bertujuan komersial tidak 

diperbolehkan syara’ karena mengandung unsur riba, spekulasi, 

ketidakpastian, dan sejenisnya.
33

 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Undang-

undang ini diundnagkan pada 19 Oktober 2004, bertujuan untuk 

memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat yang 

dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan maksud Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 34 ayat 2, yang berbunyi “Negara mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan”.
34

 

Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat 

komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh 

Muhammad Abdul Zahrah (guru besar Hukum Islam di universitas 

Kairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama 

dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan 

alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). 

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena 

tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. 

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang 

berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih mengundang 

keragu-ragan, sehingga sukar untuk menentukan mana yang paling 

                                                            
33 Ibid.., hlm.41-43. 
34 Mulyadi Notosusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, (Bandung : 

Alfabeta, 2013), hlm.163. 
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dekat kepada ketentuan hukum yang benar. Sekiranya ada jalan lain 

yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui.jalan 

alternatif baru yang ditawarkan adalah asuransi menurut ketentuan 

agama Islam.Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya berpegang kepada 

sabda Nabi Muhammad saw:, ”Tinggalkan hal-hal yang meragukan 

kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu.” 

(HR.Ahmad).
35

 

3. BPJS Kesehatan 

Variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah 

mekanisme operasional dari program kebijakan pemerintah yaitu BPJS 

Kesehatan yang digulirkan sejak tahun 2014. BPJS Kesehatan 

merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Nasional.  

Mekanisme dalam BPJS Kesehatan secara sederhana adalah 

seluruh rakyat Indonesia wajib ikut serta atau menjadi peserta dan wajib 

membayar premi atau iuran tiap bulannya yang disesuiakan dengan 

persentasi upah dengan jumlah nominal tertentu. Sementara bagi rakyat 

miskin akan dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah atas nama hak 

sosial rakyat, bantuan pemerintah tersebut tidak diberikan secara 

langsung kepada rakyat namun dibayarkan kepada pihak BPJS melalui 

pajak rakyat.  

                                                            
35 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), hlm. 315. 
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Secara definitif, BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN).
36

 Terkait tentang mekanisme dan operasional 

BPJS Kesehatan selanjutnya akan dibahas secara detail dan rinci pada 

bab selanjutnya.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesubjektif mungkin. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat 

dan data yang mendukung. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penyusun tesis ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu 

penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk 

hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.  

Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan 

melihat data yang bersifat pendek, meliputi: jurnal, artiket, data arsip, 

data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan 

(Putusan Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya).Sedangkan untuk 

mendapatkan data tentang objek dari penelitian ini adalah dengan 

                                                            
36 Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 
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menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009. Sedangkan data 

pendukung akan didapatkan melalui literatur-literatur yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan yang ada. 

Sementara sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut 

apa adanya saat penelitian dilakukan.
37

 Sedangkan analisis adalah sebuah 

usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian 

untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.
38

 Gambaran 

mengenai kedudukan akad, operasionalisasi serta perspektif hukum Islam 

terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

diuraikan seperti apa adanya. Kemudian diuraikan mengenai segi 

kebolehan maupun hukumnya. Setelah data terkumpul dilanjutkan 

dengan analisa agar dapat menjawab pokok permasalahan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. 

Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum 

Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

                                                            
37 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. Ke-5 

hlm. 39. 
38 Noeng Moehajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), ed. III, 

cet.Ke-7 hlm. 104. 
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tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009. 

3. Pengumpulan Data 

a. Wujud Data 

Wujud data yang digunakan sebagai pedoman penelitian diperoleh 

berasal dari mushaf al-Qur’ān, Hadis, dan kitab kaidah fikih. 

Sedangkan wujud data sekunder berasal dari buku-buku literatur yang 

berkaitan dengan penelitian. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitan yang 

berasal dari pustaka yaitu: 

2) Al-Qur’ān. 

3) Hadis: Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. 

Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Al- an’ani, Subul al-Salam, 4 juz. 

An-Nasa’i, Sunan Nasa’i. At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Al-Jami’ 

As-Sahih. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. 

4) Kitab-kitab fikih : fikih Muamalah 

5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dan Buku Sosialisasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
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Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpula data 

lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber data baik itu karya 

ilmiah, seperti disertasi, tesis, dan skrpsi maupun buku-buku yang 

berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji. 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk 

menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat 

diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti 

dan dibahas. Dalam manganalisa data, penyusun menggunakan cara 

deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, 

kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah 

terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, 

baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung 

didalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyususn berusaha 

menganalisa dan merumuskan dengan cara menelusuri kedudukan akad 

dari fikih muamalah, operasionalisasi serta perspektif hukum bisnis Islam 

pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kemudian 

data yang diperoleh dari penjelasan data-data tersebut, maka akan 
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ditemukan pandangan hukum yang jelas terhadap operasionalisasi BPJS 

kesehatan. 

 

H. Sistematika Pembahasan: 

Agar penyusunan tesis ini menjadi komprehensif, serta untuk 

mempermudah penyusunan tesis, penulis mempergunakan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan secara garis besar 

isi tesis meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan teori 

tentang akad yang mencakup definis, rukun, syarat, tujuan, klasifikasi akad, 

dan asas-asas dalam akad. Selain itu dimuat tentang pengertian asuransi, 

dasar hukum asuransi, regulasi asuarnsi di Indonesia, varian asuransi, sifat 

asuransi, diferensiasi asuransi konvensional dan syariaah, serta asuransi 

pespektif hukum Islam. 

BAB III Temuan. Dalam bab ini dikemukakan operasionalisasi 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta data-data yang 

terkait. Temuan nantinya akan dianalisis dengan teori yang ada di BAB II 

dan untuk mengetahui hasil dari analisis tersebut nantinya akan dipaparkan 

pada bab IV. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat paparan hasil 

penelitian dan pembahasan terkait dengan operasionalisasi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan persfektif hukum Islam. 

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan 

rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin penting 

yang bisa dijadikan konklusi, yaitu;  

1. Operasional BPJS Kesehatan yang melibatkan pemerintah sebagai 

modal awal dan para peserta dalam bentuk iuran kecuali orang miskin 

dan orang yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah merupakan 

skema dan mekanisme yang mencerminkan tolong menolong dengan 

diwajibkannya rakyat membiayai layanan kesehatan diri mereka 

sendiri dan sesama rakyat lainnya, sehingga hal ini sesuai dengan 

prinsip ta’awun.  

2. Fenomena BPJS Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah 

Indonesia saat ini bila diamati dari aspek akad syariah masih relevan 

dan sesuai secara regulasi dan petunjuk tehnik kerja yang ada dalam 

BPJS Kesehatan itu sendiri. Sehingga secara normatif, akad dalam 

BPJS Kesehatan dapat dibenarkan secara syar’i karena tidak ada aspek 

atau unsur akad yang dilanggar dan tidak sesuai. Opini yang mencuat 

bahwa BPJS Kesehatan banyak mengandung unsur spekulasi dan 

penipuan seharusnya dilihat pada aspek eksekusi BPJS dari oknum, 

sementara bila melihat peraturannya BPJS sudah sesuai dengan akad 

syariah. 
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3. Mekanisme opersional BPJS Kesehatan di Indonesia secara hukum 

Islam juga sudah sesuai. Hal itu bisa diamati dari akad yang 

digunakan, karena setiap akad berdampak pada tujuan akad, dan tujuan 

akad itu akan sah apabila proses bagaimana akad itu terjadi. Sehingga 

dalam hal ini, BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan tujuan hukum 

Islam terutama ketika diamati dari aspek maqashid syariah 

kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial daripada 

kemaslahatan individu.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas,  ada beberapa saran yang dapat 

ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu; 

1. Kepada Para Peserta BPJS Kesehatan 

Diharapkan supaya para peserta BPJS Kesehatan untuk selalu 

memantau dan mengawasi mekanisme operasional serta penyimpangan 

sistem kerja dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Karena pengawasan dari 

semua pihak sangat dibutuhkan guna menjaga opini baik dari BPJS 

Kesehatan tersebut, artinya butuh dukungan yang baik dari para 

peserta demi kepentingan bersama.  

2. Pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan  

Bagi para pemegang dan pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan 

harus tetap memperhatikan tujuan utama dari program tersebut, 

hendaknya menegasikan kepentingan pribadi apalagi ada unsur 

komersialisasi program yang notabenenya peduli kepada rakyat.  
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C. Rekomendasi 

Secara jujur harus diakui, bahwa bagaimanapun hasil dari 

penenlitian ini banyak memiliki keterbatasan dan merupakan studi awal 

terutama dilihat dari aspek limitasi waktu dan biaya. Mengeksplor makna 

yang ada di balik implementasi hukum Islam dalam operasional BPJs 

Kesehatan bukanlah hal yang mudah, karena harus memahami secara 

mendalam semua yang terkait dengannya, baik aspek legal standing dan 

yang lain. Dengan demikian, kiranya ada penelitian lanjutan yang lebih 

fokus dan benar-benar mendalam tentang kajian secara utuh yang terkait 

dengan BPJS Kesehatan sepertin aspek sosiologis, antropologis dan aspek 

religiutasnya. 
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